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Retribusi PBG Diharapkan Jangan Bebani Masyarakat 

 

 
Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/311889/retribusi-pbg-diharapkan-jangan-bebani-masyarakat 

 

Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) H Deddy 

Sophian SE mengharapkan, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) jangan 

membebani masyarakat, terutama yang tingkat perekonomian menengah ke bawah. 

Wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengemukakan 

harapan itu, usai sosialisasi PBG oleh anggota DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH 

di Banjarmasin, Sabtu (12/2/22) siang. 

Selain itu, Deddy mengharapkan, pengaturan PBG jangan menyulitkan 

masyarakat. "Kalau misalnya bisa dipermudah, kenapa dipersulit," katanya. 

Sebagai contoh kalau ada warga yang mau membangun rumah dengan luas tanah 

kecil, misalnya ukuran 4  X 7 meter jika kanan kiri berjarak satu meter, hal kurang wajar, 

lanjutnya. 

Anak muda itu sependapat dengan Presiden Joko Widodo dalam hal memberikan 

kemudahan kepada setiap investor yang mau menanamkan modal atau berinvestasi di 

daerah  

"Karena kalau ada pemodal yang mau berinvestasi, tentunya akan mendatangkan 

nilai tambah, baik bagi daerah maupun warga masyarakat setempat," ujarnya. 

Sebagai contoh di Banjarmasin akan ada lagi rumah sakit, selain dapat 

meningkatkan pelayanan kesehatan, juga bisa berdampak pada perputaran roda 

perekonomian masyarakat, demikian Deddy. 

Sementara pejabat fungsional Dinas  
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Banjarmasin Faidhillah SST menerangkan, di ibukota provinsinya akan berdiri rumah 

sakit baru. 

Namun pemerintah kota (Pemko) Banjarmasin belum bisa memungut retribusi 

PBG karena peraturan perundang-undangan tidak membolehkan, terkecuali sudah 

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi PBG. 

"Raperda tentang Retribusi PBG di Kota Banjarmasin tersebut kini baru dalam 

program legislasi daerah (Prolegda), belum pembahasan secara intens oleh DPRD 

setempat," ujarnya. 

Mengenai retribusi IMB Tahun 2021, dia mengungkap, dari Rp5 miliar realisasi 

hanya Rp2,5 miliar atau 50 persen atau secara prosentase menurun dibandingkan dengan 

2020. 

"Sedangkan pendapatan daerah dari retribusi PBG Tahun 2022 belum bisa 

diprediksi, karena tanpa pungutan, kecuali Perda tentang Retribusinya sudah ada," 

demikian Faidhillah. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/311889/retribusi-pbg-diharapkan-jangan-

bebani-masyarakat, 12 Februari 2022.  

2. https://kalsel.antaranews.com/berita/311889/retribusi-pbg-diharapkan-jangan-

bebani-masyarakat, 10 Februari 2022. 

 

Catatan: 

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan 

lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai 

salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. 

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan 

desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.  

a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana 

keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya 

merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal
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membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan 

dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan 

tercapai kesejahteraan bersama. 

 

Jenis-Jenis Retribusi Daerah  

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2009, yaitu: 

1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Jasa Usaha 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

 


